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KATA PENGANTAR  

KETUA ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA (ASPI) 

 

 
  Selamat dan terima kasih kepada Program Pascasarjana, Universitas Andalas, yang telah  

berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional dengan sukses. Setiap tahun Asosiasi Sekolah  

Perencanaan Indonesia (ASPI) menyelenggarakan seminar nasional dengan bekerjasama dengan 

universitas dan beberapa pihak terkait.  pada November 2016, seminar nasional telah berhasil  

diselenggarakan dengan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas sebagai tuan rumah dan 

Perhepi. 

 

Tema Seminar tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota sangat tepat dipilih. Pembangunan 

desa-kota perlu dilihat secara terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dan kebijakan. Walaupun 

inklusifitas pembangunan desa-kota bukan tema yang baru dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, tetapi isu 

tersebut sangat relevan untuk  dibahas. Ketimpangan wilayah -  yang salah satu contohnya - dalam bentuk ketimpangan 

desa kota merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang 

berarti. 

Topik yang dibahas dalam seminar nasional ini cukup luas yang menggambarkan pembangunan desa-kota 

yang semakin kompleks. Selain pendekatan sektoral yang tetap digunakan  dalam analisis, seperti sektor pertanian dan 

pariwisata, pendekatan aktor dan jaringan antar aktor digunakan pula dalam melihat perkembangan desa-kota. Hal ini 

menunjukkan cakupan minat dosen dan mahasiswa yang terus meluas dalam mengkaji relasi desa-kota. 

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia telah dan akan terus menggelar seminar nasional tiap tahun sebagai 

media komunikasi dan pembelajaran kolektif mahasiswa dan dosen yang berminat pada kajian kota dan wilayah. 

Seminar ini juga menjadi media untuk mendorong knowledge production sehingga dunia perguruan tinggi di Indonesia 

dapat berkontribusi secara lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Implikasi kebijakan yang 

terdapat dalam banyak paper pada seminar ini juga dapat membantu perumusan kebijakan perencanaan dan 

pembangunan kota dan wilayah di Indonesia.  

Terima kasih saya sampaikan pada Universitas Andalas, khususnya Program Pascasarjana, Panitia Seminar, 

PERHEPI, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara Seminar 

Nasional ini. 

 
 

 
Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., PhD 
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KATA PENGANTAR 
KETUA UMUM PERHEPI 

 
 

Pertama sekali, kami ucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Pengurus PERHEPI 
Komda Padang atas keberhasilannya menyelenggarakan satu event Seminar Nasional yang 
dikerjasamakan dengan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan Program 
Pascasarjana Universitas Andalas. Seminar Nasional yang mengambil tema Perencanaan 

Pembangunan Inklusif Desa-Kota ini memang juga telah menjadi perhatian besar bagi para 
akademisi pembangunan pertanian, baik dari aspek ilmu ekonomi pertanian maupun aspek ilmu 
lainnya. Selama ini memang sama kita sadari bahwa model pembangunan desa ( rural 
development) dan pembangunan kota (urban development) telah terlalu dibuat demikian 
eksklusif masing-masingnya. Pembangunan desa sering lebih dikonotasikan dengan 

pembangunan pertanian di perdesaan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan baik di domestik perdesaan sendiri 
maupun kebutuhan ekspor ke perkotaan. Konteks eksklusif dari model pembangunan seperti ini pada akhirnya membuat 
semakin besarnya jurang perbedaan antara desa dan kota, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah urbanisasi 
atau berpindahnya penduduk desa ke perkotaan pada akhirnya telah menjadi persoalan besar dari ketidakterpaduan 
model pembangunan seperti ini.  

Pertemuan antara para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian dan para akademisi dari sekolah 
perencanaan pembangunan dalam Seminar Nasional ini merupakan satu bentuk sinergi yang sangat baik dan perlu 
dikembangkan lebih jauh lagi dalam usaha menjawab berbagai permasalahan tersebut. Seminar Nasional yang telah 
menghadirkan lebih dari 150 orang peserta serta mengkompilasi lebih dari 90 buah makalah penelitian dengan berbagai 
tema terkait dengan perencanaan pembangunan desa-kota dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari masalah 
sumberdaya alam, pariwisata, produksi dan pemasaran produk pertanian dan lainnya, diharapkan dapat bermanfaat 
bagi para pengambil kebijakan maupun untuk penelitian lebih lanjut.  

PERHEPI sebagai satu perhimpunan bagi para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian di 
Indonesia akan terus mendukung upaya-upaya penyebarluasan hasil kajian dan hasil pemikiran dari para anggotanya 
dalam berbagai bentuk forum ilmiah, baik yang diselenggarakan secara khusus dalam lingkungan PERHEPI sendiri 
maupun berbentuk kerjasama dengan organisasi profesi lainnya yang mempunyai visi dan misi yang searah dalam 
upaya menjawab berbagai masalah pembangunan pada umumnya atau masalah pembangunan pertanian pada 
khususnya. 

Akhir kata, kami, Pengurus Pusat PERHEPI,  sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 
telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Seminar Nasional ini, terutama rekan-rekan ASPI, Program 
Pascasarjana Universitas Andalas, serta Pengurus PERHEPI Komda Padang.  Terimakasih yang sebesar -besarnya 
juga kami sampaikan kepada, Pimpinan Universitas Andalas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta kepada 

seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.  
 

 

 

Dr. Bayu Krisnamurthi 
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ABSTRAK 
 

Pembangunan Nasional suatu negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan Umum 
menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 
penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosial dan ekonominya. Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok 
orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari 
standar hidup tertentu, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu sendiri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat 
Kemiskinan tersebut, diantaranya adalah Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk khususnya di Kota 
Padang Panjang. Teoritisnya, Pendapatan Regional adalah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang 
diciptakan dalam suatu perekonomian wilayah tertentu. Sedangkan, Penduduk adalah orang-orang yang berada 
di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain 
secara terus menerus/kontinu. Berdasarkan data yang diambil dari BPS Sumatera Barat beserta beberapa data 
pendukung lainnya untuk menjawab dan menemukan solusi terbaik dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis dari kajian ini yaitu RLB menggunakan 

Software SPSS V.22, secara menyeluruh ditunjukkan dari hasil nilai Koefisien Determinasi dan didukung oleh 
Pengujian Simultan diperoleh masing-masing sebesar 99,6 persen dan 0,001 signifikansinya. Sisi lain, 
ditunjukkan dengan Pengujian Parsial, diperoleh masing-masingnya sebesar 0,001 dan 0,015 untuk signifikansi 
dari Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk, artinya kedua faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi 
Tingkat Kemiskinan, baik secara bersama-sama maupun terpisah khususnya di Kota Padang Panjang. Masalah 
kemiskinan juga masih menjadi isu startegis baik daerah maupun nasional, seharusnya ada kebijakan-kebijakan 
yang lebih baik agar tingkat kemiskinan  mampu diminimalisir pada masa yang akan datang untuk terciptanya 
kesejahteraan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Padang Panjang. Untuk itu, lima tahun ke depan, 
kemiskinan tetap menjadi isu strategis Kota Padang Panjang, yang nantinya berbagai program dan kegiatan 
diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.    
 
Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Regional,  Jumlah Penduduk  
 

 
PENDAHULUAN 
 

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah 
insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan 
(atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun 
demikian, kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat 
dari peluang memperoleh kesehatan dan umur panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan 
lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan 
pilihan-pilihannya dalam hidup. Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, 
maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan 
manusia (enlarging choice) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan 

mailto:do.elizappn@yahoo.co.id
mailto:do.riza@yahoo.co.id
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kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas 

pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah [1]. 
Menurut BPS [2], bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan 
makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 
52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 
kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum 
dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. 
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi 
di pedesaan. 

Sementara itu di Sumbar angka kemiskinan juga menurun. Pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin 
379.610 orang, pada September 2015 menurun menjadi 349,530 orang. Jika ditulis persentasenya, pada Maret 
2015 7,31 persen dan pada September 2015 6,71 persen. Yang cukup menarik dari angka kemiskinan di Sumbar 
pada tahun 2015 ini, ternyata jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun dan penduduk miskin di perkotaan 
mengalami sedikit kenaikan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan Sumbar pada Maret 2015 sebesar 118.030 
orang, naik sedikit menjadi 118.480. Sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan Sumbar pada Maret 2015 
sebesar 261.580 orang, turun menjadi 231.050 orang pada September 2 015. Berkurangnya jumlah penduduk 
miskin di pedesaan Sumbar ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah meningkatnya 
pendapatan masyarakat di pedesaan yang berarti meningkatnya juga pembangunan di bidang pertanian, 
peternakan, dan sektor lainnya yang selama ini menjadi program kerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 
Di samping itu, kemungkinan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau merantau. Namun demikian, 
menurunnya jumlah penduduk miskin di Sumbar pada tahun 2015 ini perlu disyukuri dan diapresiasi.  

Lebih lanjut indikator garis kemiskinan di Sumbar pada Maret 2015 sebesar Rp384.277/kapita/bulan dan 
pada September 2015 naik menjadi Rp403.947/kapita/bulan. Ini merupakan angka gabungan garis kemiskinan 
perkotaan dan pedesaan. Jika dipisahkan garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan, maka untuk perkotaan 
pada Maret 2015 sebesar Rp406.335/kapita/bulan dan pada September 2015 sebesar Rp423.339/kapita/bulan. 
Sedangkan garis kemiskinan di pedesaan pada Maret 2015 Rp369.753/kapita/bulan, dan pada September 2015 
Rp391.178/kapita/bulan. Menurunnya angka kemiskinan di Sumbar pada tahun 2015 juga bisa dilihat dari 

serapan anggaran yang bagus. Anggaran pemerintah adalah salah satu sumber bergeraknya perekonomian di 
Sumbar. pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan di berbagai tempat menyebabkan semakin 
lancarnya arus orang dan barang serta jasa. Pada tahun 2014 misalnya, Pemprov. Sumbar mendapatkan 
anugrah dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dari Unit Kerja Presiden untuk 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto. Sumbar 
termasuk enam provinsi yang dianggap baik serapan anggarannya [3]. 

Disamping itu, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sumbar dari tahun  ke tahun juga 
mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2014 APBD sebesar Rp3,7 triliun, maka pada tahun 2015 APBD sebesar 
Rp4,17 triliun. Dan pada tahun 2016 APBD Sumbar naik menjadi Rp4,5 triliun.Besarnya anggaran ini dan diikuti 
oleh serapan anggaran yang baik adalah salah satu indikator berjalannya roda ekonomi di Sumbar dan turut 
mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan. Untuk jalan provinsi, target 
nasional 65 persen, sudah terpenuhi 87 persen. Sedangkan untuk jalan n asional ditargetkan 90 persen, sudah 
dilaksanakan 98 persen. 

Sisi lain yang perlu dikaji lebih lanjut, dimana pada penelitian ini adalah membahas mengenai beberapa 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Padang Panjang. Bahwasanya di Kota Padang Panjang 
angka kemiskinan saat ini terdapat tiga tingkatan, yaitu mulai dari hampir miskin, miskin, dan sangat miskin 
dengan jumlah keseluruhannya mencapai sekitar 2.300 lebih KK, maka dalam hal ini, variabel Pendapatan 
Regional dan Jumlah Penduduk yang dijadikan faktor yang dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Tingkat 
Kemiskinan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan dari permasalahan tersebut adalah:  

1. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama diantara Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk 
terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang.  

2. Bagaimana pengaruh secara terpisah atau masing-masing diantara Pendapatan Regional dan Jumlah 
Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang.  

3. Rumusan diatas dari penelitian yang dilakukan bertu juan untuk: Mengkaji pengaruh secara bersama-
sama diantara Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota 
Padang Panjang. 

4. Mengkaji pengaruh secara terpisah atau masing-masing diantara Pendapatan Regional dan Jumlah 

Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan diKota Padang Panjang.  
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Lebih lanjut, konsep-konsep yang digunakan untuk pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kemiskinan, dimana pengertian kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang 
dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat. Menurut ahli kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang 
hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang 
membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi [4]. 

Secara ekonomi kemiskinan mempunyai definisi sebagai kekurangan sumber daya yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Manusia (masyarakat) dikatakan miskin karena 
alasan ekonomi biasanya berkaitan dengan kemiskinan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Kemiskinan yang rendah sering kali berkaitan dengan pendidikan yang juga rendah. Suryahadi dan 
Sumarto [5], mengemukakan orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan memberikan peluang untuk 
mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang tinggi. Dengan memiliki kemiskinan yang tinggi maka daya beli 
masyarakat akan menjadi tinggi. Berdasarkan pengertian diatas maka kemiskinan dapat terjadi dikarenakan 
beberapa penyebab, Menurut Sharp et al. [6], kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:  

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja.  
2. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.  
3. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi.  
4. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. 
5. Tingginya pertumbuhan penduduk. 

 
Nugroho & Dahuri [7], menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang 

menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk 
mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat 
karena penyebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber 
daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak 
langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umunya dapat 
dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang 
lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau 
budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika tingkat 

pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati ta ta nilai dan norma dalam masyarakatnya.  
Terdapat dua cara untuk mengukur tingkat kemiskinan, pertama pendekatan yang memandang 

kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau 
batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut 
dikelompokan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, 
atau kalori seseorang atau keluarga dalam satu waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran 
tersebut. Pendekatan ini lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan saja dengan batasan yang 
dikehendaki [7]. Kemiskinan ini dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari 
suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukinan, 
kesehatan dan pendidikan. Besarnya atau dimensi masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk 
yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada di bawah “tingkat minimum” yang telah ditetapkan [8]. 

Kedua, pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran 
lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Misalnya garis kemiskinan adalah 20% pendapatan 
terendah, median dar i distribusi pendapatan dan lain-lain [7]. Berdasarkan konsep kemiskinan ini garis 
kemiskinan akan mengalami perubahan bila sekiranya seluruh tingkat kehidupan masyarakat mengalami 
perubahan. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan mutlak/ absolut. Kelemahan konsep ini 
justru terletak pada sifatnya yang dinamis. Secara implisit akan terlihat bahwa “kemungkinan kemiskina akan 
selalu berada di antara kita”. Dalam setiap waktu akan selalu terdapat sejumlah penduduk dari total penduduk 
yang dapat dikategorikan sebagai miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut jumlah orang 
miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman [9]. 

 
Kajian Kemiskinan lainnya: 
 
1. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak 

[10] 
2. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik 

untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan 

(poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk 
dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-
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makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang 

dan jasa lainnya [10]. 
3. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan 

keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi 
kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat [10]. 

4. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan [10]. 

5. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis 
kekuasaan sosial meliputi:  

a. modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan),  
b. sumber keuangan (pekerjaan, kredit),  
c. organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama 

(koperasi, partai politik, organisasi sosial),  
d. jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, 
e. pengetahuan dan keterampilan, dan 

(f)     informasi yang berguna untuk kemajuan hidup [11]. 
 
Dimensi Kemiskinan 
 

Kemiskinan merupakan fenomena yang berwayuh wajah. David Cox [12], membagi kemiskinan kedalam 
beberapa dimensi: 

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. 
Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali 
semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi  

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya 
pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses 

pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan 
pertumbuhan perkotaan). 

3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. 
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor 

eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah 
penduduk. 

 
Menurut SMERU (2001) dalam Suharto, dkk [12] kemiskinan memiliki berbagai dimensi:  
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)  
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih 

dan transportasi). 
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).  
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam. 
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.  
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan  
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.  
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah 

tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil) [12]. 
 

Menurut Winardi [13], Dimensi Kemiskinan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu dalam Dimensi Pendapatan, 
adalah kemiskinan yang diderita akibat rendahnya pendapatan yang diterima. Sedangkan, Kemiskinan Non 
Pendapatan adalah dicirikan dengan adanya ketidakmampuan, ketiadaan harapan, dan ketidakterwakilkan, serta 
tidak adanya kebebasan. 
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Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

 
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan 

syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut 
menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin [14]. 

Hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukan 
pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi 
merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi 
pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut 
efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap 
golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu 
perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang 
padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat 
pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern, seperti: jasa yang padat modal.  

 
Faktor Penyebab Peningkatan Ketimpangan Distribusi Pendapatan  
 

Meningkatnya angka kemiskinan akibat rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan rendahnya 
pendapatan per kapita. Turunnya kontribusi sektor pertanian dan industri padat karya dengan indikasi turunnya 
kontribusi sektor pertanian, rendahnya pendapatan petani, turunnya daya beli bagi petani, usaha kecil dan rumah 
tangga. Kurang memadainya sektor informal dalam memberikan hasil dan pendapatan bagi pelaku ekonomi 
sektor informal akibat biaya modal dan produski serta rendahnya permintaan akibat turunnya pendapatan riil 
masyarakat karena inflasi. Adanya polarisasi perolehan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan 
terendah seperti petani, buruh dan pegawai kecil serta pelaku sektor informal dengan kelompok masyarakat 
berpendapatan tertinggi seperti pengusaha, wiraswastawan, dan profesional, sehingga kondisi ini meningkatkan 
ketimpangan distribusi pendapatan. 

Kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 dan inflasi yang terjadi 
berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan pengeluaran investasi sehingga membuat iklim usaha 

yang kurang menguntungkan terutama bagi usaha kecil dan rumah tangga, petani dan sektor informal. Turunnys 
pendapatan relatif bagi kelompok masyarakat berpendapatan terendah dan tingginya pendapatan relatif bagi 
masyarakat berpendapatan tertinggi membuat ketimpangan distribusi pendapatan meningkat dengan indikasi 
meningkatnya Koefisien Gini.  

 
Cara-Cara Penanggulangan Kemiskinan 
 
1. Pemerintah harus mengurangi rasio ketergantungan penduduk. 

Peningkatan rasio ketergantungan salah satunya dapat terjadi karena ledakan penduduk yang tidak 
terkendali. Ledakan penduduk akan menimbulkan rasio ketergantungan anak. Rasio ketergantungan anak 
merupakan persentase penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia peoduktif (usia 
14-64 tahun). Rasio ketergantungan anak digunakan untuk menunjukan besarnya beban tanggungan penduduk 
usia produktif terhadap anak-anak di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu penurunan rasio 
ketergantungan anak dapat dilakukan dengan mengendalikan tingkat kelahiran, misalnya melalui intensifikasi 
program KB, intensifikasi perawatan ibu hamil dan menyusui, pengaturan kelahiran, pengaturan batas usia 
menikah, dan lain-lain. 

Peningkatan rasio ketergantungan juga dapat disebabkan karena ledakan penduduk usia lanjut (usia 65 
tahun keatas). Ledakan penduduk lanjut usia akan menimbulkan rasio ketergantungan lanjut usia. Rasio 
ketergantungan lanjut usia merupakan persentase penduduk usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap 
penduduk usia produktif (usia 14-64 tahun). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya beban 
tanggungan penduduk usia produktif terhadap pendudukan lanjut usia di suatu daerah pada suatu waktu 
tertentu. Penurunan rasio ketergantungan lanjut usia dapat dilakukan dengan “menjaga” agar usia produktif 
penduduk semakin panjang. Tindakan yang dilakukan misalnya dengan memberikan keterampilan kepada 
penduduk, peningkatan kesehatan penduduk, perbaikan g izi sejak usia dini, dll. Penurunan rasio 
ketergantungan ini bersifat jangka panjang.  

 
2. Pemerintah harus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.  

Upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat harus diikuti dengan pemerataan pendapatan. 
Karena pendapatan tanpa pemerataan justru akan menimbulkan ketimpangan. Upaya peningkatan pendapatan 
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per kapita masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan perluasan lapangan kerja, pemberian bantuan usaha, 

perbaikan aturan pengupahan, dan lain-lain. 
3. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan misalnya dengan perbaikan sarana dan 
prasarana usaha, pemberian bantuan usaha, penjaminan kepastian usaha, dll.  
4. Pemerintahan harus meningkatkan persentase tenaga kerja di sektor pertanian (TKP). 

Peningkatan persentase tenaga kerja di sektor pertanian dilakukan dengan cara membuat sektor 
pertanian dapat menjadi tempat untuk menggantungkan hidup sehingga sektor tersebut menjadi lebih menarik 
untuk dimasuki pekerja/calon pekerja. Cara tersebut dapat ditempuh dengan caraintensifikasi sektor pertanian, 
ekstensifikasi sektor pertanian, peningkatan/perbaikan nilai tukar petani, melibatkan petani dalam bisnis melalui 
kegiatan agro industri, dll. Pemerintah harus mampu merubah image bahwa sektor pertanian merupakan sektor 
tradisional yang kental dengan istilah produktifitas tenaga kerjanya rendah, upah rendah, sumber kemiskinan, 
konsumsi tenaga kerja sektor-sektor pertanian lebih rendah dibandingkan konsumsi tenaga kerja sektor in dustri, 
sektor subsisten yang kelebihan penduduk, dll. Sektor pertanian harus diciptakan lebih “sexy” agar menarik 
untuk dimasuki dan layak dijadikan sebagai gantungan hidup. Pemerintah harus melakukan pembangunan 
sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan masyarakat 
pedesaan sebagai pijakan untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari permasalahan kemiskinan.  

 
5. Pemerintah harus meningkatkan persentase tenaga kerja di sektor industri (TKI).  

Selama ini sektor industri dianggap lebih menarik di banding sektor pertanian. Sektor industri juga lebih 
memberikan jaminan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sektor industri juga lebih banyak menghasilkan 
jumlah konsumsi yang lebih tinggi. Namun serapan tenaga kerja sektor industri lebih kecil dibandingkan sektor 
pertanian. Salah satu penyebabnya adalah sektor ini memerlukan persyaratan khusus yaitu keterampilan (skill) 
bagi tenaga kerjanya. Oleh karena itu upaya peningkatan persentase tenaga kerja di sektor industr i dapat 
dilakukan dengan cara intensifikasi balai latihan kerja (BLK), intensifikasi sekolah-sekolah yang secara nyata 
memiliki kompetensi keterampilan bagi lulusan (sekolah kejuruan), pendidikan vokasi, dll. Jika calon tenaga 
kerja ini dibekali dengan skill tertentu, maka diharapkan tenaga kerja akan lebih mudah diserap oleh dunia 
industri. 

 
METODE PENELITIAN 
 
Objek Penelitian 

Penelitian ini, penulis memilih objek penelitian adalah  Kota Padang Panjang. Untuk mendapatkan data 
yaitu melalui BPS (Badan Pusat Statistik) dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Kajian Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus: Kota Padang Panjang. 

 
Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 
               Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel Dependen atau Terikat (Y) 

Sebagai Variabel Dependen dalam penelitian adalah Tingkat Kemiskinan dengan Studi Kasus: Kota 
Padang Panjang. Tingkat Kemiskinan yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana seseor ang tidak sanggup 
memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, 
mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.  
 
2. Variabel Independen (X1 dan X2) 

Dalam hal ini yang digunakan sebagai Variabel Independen adalah Pendapatan Regional dan Jumlah 
Penduduk.Pendapatan Regional adalah produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan 
pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya  
akan menjadi Produk Regional Neto yang merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima. Jumlah 
Penduduk adalah jumlah penduduk yang berdomisili di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang dan yang 
sudah diakui secara sah sebagai warga negara dengan satuan / ukuran ribu jiwa. 
 
Jenis Data 

Sebagai jenis data dari penelitian yang penulis lakukan adalah data sekunder (secondary data) yaitu 
data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada yang dapat diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik)  

Propinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang. 
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Metode Analisis 

Untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan 
Kota Padang Panjang dengan model regresi berikut: 

 Y = a + b1X1 + b2X2      ...............(1) 
dimana: 
Y  = Tingkat Kemiskinan 
X1  = Pendapatan Regional  
X2  = Jumlah Penduduk 
A  =  Konstanta 
b1,b2  = Koefisien Regresi untuk masing-masing Variabel Independen (Pendapatan Regional dan  
                 Jumlah  Penduduk 

 
Pengujian Hipotesis 
 
1. Pengujian t (t-test) 

Yaitu untuk menguji hubungan regresi secara terpisah atau masing-masing. Pengujian dilakukan untuk 
melihat keberartian dari masing-masing variabel secara terpisah (parsial) terhadap variabel dependen dengan 
ketentuan hipotesis [15], sebagai berikut : 

ns

n
t




  ...................(2) 

dimana: 
t = Nilai t yang dihitung 
sβn = Standar Error masing-masing Variabel 
βn = Koefisien Regresi masing-masing Variabel Untuk pengujian ini digunakan hipotesis, sebagai 
berikut: 
Ho : βi = 0, dimana: (tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya / koefisien 
regresi  
                  tidak signifikan) 
Ha : βi ≠ 0, dimana : (ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya/koefisien regresi 
signifikan) 
 
Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t-hitung yang didapat dari Tabel Coefficient 

dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (α = 0,05) dan derajat kebebasan atau degree of freedom (df) sebesar (n-
k) dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 
- Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan)  
- Jika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan)  

 
2. Pengujian F (F-test) 

 
Yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Pengujian ini 

bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau 
pengujian secara serentak. Nilai F-test atau F-hitung diperoleh dengan menggunakan model [15], sebagai 
berikut: 

)/()1(

1/
2

2

tknR

kR
F




  ....................(3) 

dimana: 
F = Nilai F yang dihitung 
R2= Koefisien Determinasi 
k = Jumlah Variabel 
n = Jumlah Tahun Pengamatan 
 

Nilai F-hitung yang dihasilkan dari perhitungan tersebut di atas (berdasarkan Tabel ANOVA) dengan tingkat 
kesalahan sebesar 5 persen dan derajat kebebasan atau degree of freedom (df) sebesar (n-k), (k-l): df1 = (k-l), df2 

= (n-k) dengan ketentuan pengambilan keputusan, sebagai berikut:  
- Jika F-hitung < F-tabel, maka hipotesa nol (Ho) diterima dan hipotesa alternatif (Ha) ditolak, berarti variabel 

bebas tidak mempunyai pengaruh atau tidak signifikan terhadap variabel terikat.  
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- Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh 

dan signifikan terhadap variabel terikat. 
 

3. Pengujian R2 
 

Pengujian R2 atau koefisien determinasi berguna untuk melihat seberapa besar proporsi sumbangan 
seluruh variabel bebas terhadap naik turunnya nilai variabel tidak bebas, yang dilihat dari tabel Model Summary 

Hasil pengujian koefisien determinasi mencerminkan pengukuran:  
- Merupakan ketetapan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap sekelompok data hasil observasi 

(goodness of fit), dimana makin besar nilai R2 makin baik hasil suatu garis regresi, dan sebaliknya makin 
kecil nilai R2 makin buruk hasil garis regresi. Nilai R2 adalah 0≤ R2 ≤ 1. Jika R2 = 0 atau mendekati nol, maka 
antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas tidak saling berhubungan dan sebaliknya apabila R 2 = 1, 
maka variabel bebas dan variabel tidak bebasnya berhubungan sempurna.  

- Merupakan pengukuran besarnya proporsi dari jumlah variasi dari variabel tidak bebas yang diterangkan 
oleh model regresi atau mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap naik turunnya variabel 
tidak bebas tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah variabel independen lebih dari dua (2), 
maka digunakan Adjusted R square 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pembuktikan adanya pengaruh variabel bebas yaitu Pendapatan Regional (X1), Jumlah Penduduk (X2), 

terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Studi Kasus Kota Padang Panjang adalah dilakukan dengan perhitungan 
regresi linear berganda dan diolah dengan program SPSS versi 22. sesuai dengan metodologi yang digunakan, 
maka dapat dikaji pengaruh variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel tidak bebas (Y), baik secara individu 
(parsial) dengan menggunakan uji t (t-test), maupun secara keseluruhan dengan menggunakan uji F (F-test) dan 
seberapa besar sumbangan kontribusi variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel tidak bebas Y digunakan uji R2 
(koefisien determinasi). Hal tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini (Tabel.1)  

Tabel.1 tersebut menunjukkan bahwasanya variansi naik turunnya pengaruh Pendapatan Regional dan 

Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan yaitu sebesar 99,6 persen, sedangkan sisanya 0,4 persen 
merupakan faktor lain dil uar penelitian ini. Model yang dimaksud adalah:  

 
Y  = a + b1X1 + b2X2 

                    = -1,684 + 39,636 X1 + 12025,852X2 

dimana: 
- Nilai Koefisien Regresi (X1) sebesar (39,636), ini berarti menyatakan bahwa Pendapatan Regional 

berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan.  
- Nilai Koefisien Regresi (X2) sebesar (12025,852), ini berarti menyatakan bahwa Jumlah Penduduk juga 

berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan  
Artinya secara umum bahwasanya dengan meningkatnya Pendapatan Regional suatu daerah khususnya Kota 
Padang Panjang justru akan mengurangi Tingkat Kemiskinan di kota tersebut.  

 
Tabel 1. Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

1 0.999a 0.998 0.996 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y  

Sumber:Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22 
 
Lebih lanjut pembahasan mengenai untuk pengujian simultan (F-hitung) dapat ditunjukkan pada Tabel.2 

dibawah ini, yaitu singfikansi untuk F-hitung sebesar 0,001, ini berarti secara bersama-sama Pendapatan 
Regional dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.  
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Tabel 2. ANOVA 

 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

Regressioon 4.298E9 2 2.149E9 3.473E5 .001a 

Residual 6188.965 1 6188.965   

Total 4.298E9 3    

Predictors : (Constant), X2, X1 
Dependent Variable: Y 
 

 
a. Predictors : (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22  
 

Pengujian secara terpisah atau masing-masing diantara Pendapatan Regional dan juga Jumlah 
Penduduk ditunjukkan pada Tabel.3 dibawah ini. Hal ini dapat diartikan bahwasanya secara terpisah Pendapatan 
Regional berpengaruh signifikan sebesar 0,001, sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan sebesar 
0,015. Dikatakan kedua variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan yaitu masing-masing signifikansinya 
memiliki nilai yang kecil dari tingkat kesalahan atau alpha sebesar 0,05. 
 
Tabel 3. Coefficient 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.684E6 3352.109  -502.411 .001 
X1 39.636 .049 1.014 809.791 .001 

X2 12025.852 283.887 .053 42.361 .015 

a. Dependent Variable: Y     

Sumber: Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22 
 

Kajian normalitas dari penelitian ini ditunjukkan juga pada Gambar.1 dibawah ini (Normal P-Plots of 
Regression Standardized Residual). Gambar.1 memperlihatkan dari hasil olahan data dengan variabel bebasnya 
yaitu Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk, sedangkan sebagai varibel tidak bebasnya yaitu Tingkat 
Kemiskinan, dimana titik-titik yang terdapat pada Gambar.1 mendekati garis diagonal, ini berarti data dari ketiga 
variabel memiliki hubungan yang sangat kuat diantara satu dengan yang lainnya (normal).  
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Gambar.1 Sumber: Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Bahwasanya dikaji lebih lanjut dari nilai koefisien determinasi diantara pengaruh pendapatan regional dan 

jumlah penduduk adalah sebesar 99,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,1 persen merupakan faktor lain 
di luar model penelitian ini. 

2. Pengujian secara bersama-sama (simultan) juga berpengaruh positif dan signifikan, hal ini ditunjukkan dari 
tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang apabila dibandingan dengan tingkat kesalahan 0,05, maka 0,001 
memiliki nilai lebih kecil daripada 0,05. 

3. Begitu juga halnya dengan pengujian secara terpisah atau masing-masing (parsial) yang ditunjukkan dari 
tingkat signifikansi untuk variabel bebas pendapatan regional dan jumlah penduduk yang apabila 
dibandingkan dengan tingkat kesalah 0,05 juga memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu 0,001 dan 0,015.  

 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, terdapat bebeerapa saran untuk masa yang akan 

datang bagi Kota Padang Panjang, diantaranya:  
1. Pemerintah diminta mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk dapat mendorong 

pencapaian terhadap pendapatan regional suatu daerah khususnya Kota Padang Panjang agar dapat 
mengurangi tingkat kemiskinan. 

2. Hasil penelitian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwasanya pendapatan regional dan jumlah penduduk 
berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemisikinan khususnya Kota Padang Panjang  
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3. Dalam mengurangi kemiskinan, pemerintah Kota Padang Panjang hendaknya dapat berupaya  

meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, serta Teknologi, sehingga tingkat kemiskinan 
dapat diminimalisir secara terarah pada masa yang akan datang.  
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